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PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2022/PA. Sub

7 Vet d

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang

diajukan oleh:

Kusmayadi Bin Longan, NIK : 5204222911900002, Tempat tanggal lahir :
Pelat, 29 November 1990, agama Islam, pendidikan
terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal
di Jin. Osap Sio, RT. 005 RW. 004, Kelurahan
Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Wiwin Hardianti Binti Hadiar Rifa’i, NIK : 5207016408910002, Tempat tanggal
lahir : Jereweh, 24 Agustus 1991, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah
tangga, tempat tinggal di JIn. Osap Sio, RT. 005 RW.
004, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa,
Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon II;
Pemohon | dan Pemohon |l selanjutnya disebut pula sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari bekas perkara;
Telah mendengarkan keterangan para pemohon dan para saksi dalam
persidangan;
DUDUK PERKARA
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Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor
111/Pdt.P/2022/PA.Sub  telah mengajukan permohonan itsbat nikah

(pengesahan nikah) dengan mengemukakan Alasan-Alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2019 para Pemohon melangsungkan
pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kelurahan Seketeng,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon | berstatus Perjaka dan
Pemohon Il berstatus Janda dari Bukti Akta Cerai dengan Nomor :
0082B/AC/2018/PA.TLG, tanggal 19 Aprii  2018. Perkawinan
dilangsungkan dengan wali nikah yang di wakilkan kepada Paman dari
Pemohon Il yang bernama H. Ahmad Embong. Perkawinan dihadiri saksi
nikah masing-masing bernama Arahman Rifandi dan Indi Suryadi
dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat yang dibayar tunai.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat
semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya
suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

a) Agatha Olivia Kusmayadi, umur 3 tahun.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu
pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para
Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya
Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.

7. Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
Bahwa, berdasarkan Alasan/dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon

agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim supaya
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memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | Kusmayadi Bin Longan,
dengan Pemohon Il Wiwin Hardianti Binti Hadiar Rifa’i yang
dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2019 di Kelurahan Seketeng,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan
(Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-
adilnya.

Bahwa, permohonan Pemohon | dan Pemohon II tersebut, telah
diumumkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar di papan pengumuman
Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai ketentuan yang berlaku, namun
hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang keberatan terhadap
permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon | dan
Pemohon Il masing-masing telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya
dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon
telah mengajukan bukti surat berupa:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon ),

bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II),
bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok,

kemudian diberi kode bukti (P.2);
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C. Fotokopi akte cerai atas nama (Pemohon II), bermaterai cukup

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah

menghadirkan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah
sebagai berikut:
Saksi I: Indi Suryadi bin Hanibal, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan
Advokat, tempat kediaman di Jin. Osap Sio, RT. 005 RW. 004, Kelurahan
Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon II, karena saksi
adalah paman Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon II mengajukan
pengesahan nikah atas pernikahan mereka;

- Bahwa saksi mengetahui Alasan pengajuan permohonan pengesahan
nikah tersebut karena pernikahan para Pemohon belum tercatat di KUA
dan belum memiliki buku nikah;

- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dilangsungkan
sesuai agama Islam pada 08 Mei 2019 dalam Wilayah Hukum Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan wali
nikah ayah kandung Pemohon Il yang kemudian berwakil kepada
pamannya Pemohon Il bernama H. Ahmad Embong. Perkawinan dihadiri
saksi nikah masing-masing bernama Arahman Rifandi dan Indi Suryadi
dengan maskawin seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon | berstatus Jejaka sementara
Pemohon Il berstatus Janda, serta para Pemohon tidak ada hubungan
nasab, sesusuan maupun semenda;

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan mereka;

- Bahwa selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai,

dan mereka tetap beragama Islam;
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- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 anak;

Saksi II: Arahman Rifandi bin Longan, umur 33 tahun, agama Islam,
pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jin. Osap Sio, RT. 005 RW. 004,
Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon II, karena saksi
adalah kakak kandung Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon II mengajukan
pengesahan nikah atas pernikahan mereka;

- Bahwa saksi mengetahui Alasan pengajuan permohonan pengesahan
nikah tersebut karena pernikahan para Pemohon belum tercatat di KUA
dan belum memiliki buku nikah;

- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dilangsungkan
sesuai agama Islam pada 08 Mei 2019 dalam Wilayah Hukum Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan wali
nikah ayah kandung Pemohon Il bernama H. Ahmad Embong.
Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Arahman
Rifandi dan Indi Suryadi dengan maskawin seperangkat alat sholat
yang dibayar tunai ;

- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon | berstatus Jejaka sementara
Pemohon |l berstatus Janda, serta para Pemohon tidak ada hubungan
nasab, sesusuan maupun semenda;

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan mereka;

- Bahwa selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai,
dan mereka tetap beragama Islam;

- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 anak;
Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan

meyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan keduanya memohon
agar majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya
telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam
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penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang tersebut

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan
bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam
namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing
untuk mengajukan permohonanan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat
(4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkawinan
mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan
Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara
ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan
Agama berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum
Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh karena itu perkara ini termasuk
wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa keduanya
telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 08 Mei 2019
dalam Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Sumbawa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang kemudian
berwakil kepada paman Pemohon Il bernama H. Ahmad Embong. Perkawinan
dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Arahman Rifandi dan Indi
Suryadi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat, dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah
bukti (P.1, P.2, P.3) berupa surat-surat resmi dan akta yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang, semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang
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berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2,) adalah Kartu Tanda Penduduk
dan atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili
di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang bahwa alat bukti (P,3) merupakan akta cerai Pemohon Il yang
memberi bukti bahwa pada saat pernikahan, Pemohon Il bersetatus janda;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang
saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang
dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang
seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah
memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi
tersebut berdasarkan Alasan dan pengetahuan sendiri, terkait dengan pokok
perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu
mengenai para saksi mengetahui pernikahan Pemohon | dan Pemohon I,
mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya, kemudian antara
Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada larangan pernikahan serta tidak pernah
bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai
pada permohonan Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908
KUHPedata, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg.,
maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, yang
dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan secara
hukum Islam pada tanggal 08 Mei 2019 dalam Wilayah Hukum Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah ayah
kandung Pemohon Il yang kemudian berwakil kepada paman Pemohon Il
bernama H. Ahmad Embong. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing
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bernama Arahman Rifandi dan Indi Suryadi dengan maskawin berupa
seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon | berstatus Jejaka dan Pemohon I
berstatus Janda, serta tidak ada hubungan nasab, sesusuan, maupun
semenda, tidak ada larangan untuk menikah sesuai dengan pasal 6, 7, 8
dan 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon | dan Il telah dikaruniai
1 anak;

- Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang Pemohon | dengan
Pemohon Il tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum
dicatatkan pada Kantor Urusan Agama,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata
bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah
terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, keduanya tidak
pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta
selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang
mempersoalkan status pernikahan keduanya, dengan demikian pernikahan
Para Pemohon telah sesuai dengan syari‘at Islam dan perundang-undangan
yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan pernikahan ini semata-
mata diajukan dalam rangka untuk mengurus penerbitan buku nikah dan
pengurusan kartu keluarga serta akta kelahiran anak-anak para Pemohon
nantinya dan keperluan lainnya yang mengharuskan adanya bukti pernikahan
berupa Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama, maka demi
kemaslahatan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan
para Pemohon tersebut setidaknya telah sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat
(3) sub (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo.
pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon dinilai telah cukup
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beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya majelis hakim perlu
menyatakan bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut adalah sah,
hal mana sesuai dengan ibarah dalam kitab I'anatuth Tholibin Juz IV halaman
254 :

Oalae Gaaald 5 s sl e Adas ol 5 Adaea SS3 81 ) o SIS0 s eeall A

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan
Syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

16 tahun 2019 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban

perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para

Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama di mana ia bertempat tinggal yakni Kantor Urusan

Agama Kecamatan Sumbawa;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para

Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-udangan yang berlaku dan
hukum Islam yang bersangkutan ;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon | Kusmayadi Bin Longan, dengan
Pemohon Il Wiwin Hardianti Binti Hadiar Rifa’i yang dilaksanakan pada
tanggal 08 Mei 2019 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya
tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%7

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan
pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 M bertepatan dengan tanggal 16
Ramadhan 1443 H., oleh kami Akhmad Masruri Yasin S.H.l., M.S.I. sebagai
Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.l.,, M.Si., dan H. Rahmat
Hidayat, S.H.l., M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Maryam,
S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon Il;

Ketua Majelis,

Akhmad Masruri Yasin, S.H.l., M.S.I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hilman Irdhi H. Rahmat Hidayat, S.H.l., M.H.
Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.Si.
Panitera Pengganti,

Siti Maryam, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses . Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 70.000,-
4. PNBP akta panggilan : Rp 10.000
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Materai : Rp 10.000,-
Jumlah . Rp 180.000,-

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



